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PUTUSAN
Nomor 1933/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili

perkara  tertentu pada  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  putusan  dalam

perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT,  umur  28  tahun,  agama Islam,  pendidikan SD,  pekerjaan Ibu

Rumah  Tangga,  yang  dalam  perkara  ini  memilih  berdomisili  di

Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

MOHAMMAD ARIFUL HUDA, S.H., Advokat, beralamat di Jalan

Sidoluhur  RT.  07  RW.  01  Desa  Dilem  Kecamatan  Kepanjen

Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  03

Mei  2019  yang  didaftarkan  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten

Malang  pada  tanggal  06  Mei  2019  dengan  Nomor:

1441/Kuasa/5/2019/PA.Kab.Mlg.,  selanjutnya  disebut  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh

Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  Tergugat,  para  saksi  di muka

persidangan; 

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18

Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Kabupaten

Malang  tanggal  18  Maret  2019 dengan  register  Nomor

1
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1933/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg telah  mengajukan hal-hal  yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut: 

1. Pada tanggal  11  Juli  2008,  Penggugat  dengan Tergugat  melangsungkan

pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor:

391/37/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008);

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal

di rumah kediaman Tergugat di Kabupaten Malang selama 10 tahun 9 bulan,

selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun

sebagaimana layaknya  suami  istri  dan dikaruniai  1  orang anak bernama

ANAK umur 9 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: 

a. Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat tanpa ada

alasan yang jelas;

b. Tergugat  kurang  memperhatikan  Penggugat,  yakni  ia  lebih

mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;

c. Tergugat  sering  bentak-bentak  kepada  Penggugat  dan  orangtua

Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;

4. Ketika  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  terjadi  Tergugat  sering

membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan

hati, Tergugat sering memukuli Penggugat;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada Desember

tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah

orang  tua  Penggugat  sendiri  sampai  sekarang  sudah  berjalan  selama

kurang lebih 3 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling

memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Penggugat  sanggup membayar  seluruh biaya perkara yang timbul  akibat

perkara ini;
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Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili  perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari  persidangan yang telah ditetapkan,  Penggugat dan

Tergugat  telah  hadir  sendiri,  kemudian  Ketua  Majelis  telah  berupaya

merukunkan secara litigasi namun tidak berhasil kemudian ditingkatkan pada

proses  perdamaian  secara  mediasi  dan  Penggugat  serta  Tergugat  sepakat

memilih Mediator dari praktisi hukum (Drs. MURDJIONO, S.H.)  yang dalam

laporannya tertanggal 8 April  2019 diterangkan bahwa upaya perdamaian para

pihak  telah  maksimal   tetapi  tidak  berhasil,  lalu  dibacakanlah  gugatan

Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; .

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban

secara  lisan yang pada  intinya  mengakui kebenaran dari gugatan penggugat

secara sebagian yaitu poin 1 dan 2 dan membantah poin 3 sampai dengan poin

6 maka Tergugat memberikan penjelasannya sebagai berikut:

1. Tidak  benar  bahwa  sejak  bulan  Maret  2013  antara  Tergugat  dengan

Penggugat  terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dengan

penyebab  sebagaimana  didalilkan  Penggugat  dalam gugatannya,  namun

yang benar adalah:

a.  sebelum menikah  Tergugat  dan  Penggugat  sudah  berkomitmen untuk

tinggal di rumah Tergugat; 

b. memang Tergugat dan Penggugat pernah bertengkar namun tidak terus-

menerus;

c.  pada  waktu  Penggugat  sedang  marah,Tergugat  mengucapkan  “DIAM”

kepada Penggugat;

2. Tidak  benar  bahwa  pada  bulan Desember  tahun  2018  Penggugat  pergi

meninggalkan Tergugat, namun yang benar adalah bahwa Penggugat pergi
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untuk  menjenguk  ibu  Penggugat dan  pada  saat  itu  Tergugat  juga  pamit

dengan Penggugat; 

3.   Bahwa Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat.

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan  bukti  surat  berupafotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

391/37/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten

Malang, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan

sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

Bahwa  selain  alat  bukti  tersebut  di  atas,  Penggugat  juga  telah

menghadirkan  dua  orang  saksi dimuka  persidangan  dengan  memberikan

keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: 

I. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman

di Kabupaten Malang; 

Saksi menerangkan yang pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah

kandung dari  Penggugat;

- Bahwa  Penggugat dan Tergugat suami istri  sah yang menikah pada  11

Juli 2008;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Tergugat selama 10 tahun 9 bulan;

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis dan dikaruniai keturunan

1 orang anak;

- Bahwa sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat

sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;

- Bahwa  penyebab  pertengkarannya  karena  Tergugat  tidak  dapat

memberikan  nafkah  yang  layak  pada  Penggugat  dan  melakukan

kekerasan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran tersebut pada waktu saksi

berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  rumah  sejak  bulan

Desember  tahun  2018,  Penggugat  pergi  meninggalkan  Tergugat  dan
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pulang ke rumah orang tua Penggugat  sendiri  sampai  sekarang sudah

berjalan selama kurang lebih 3 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat

sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun

batin

- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil;

II. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman

di Kabupaten Malang; 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah

kandung dari  Penggugat;

- Bahwa  Penggugat dan Tergugat suami istri  sah yang menikah pada  11

Juli 2008;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Tergugat selama 10 tahun 9 bulan;

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis dan dikaruniai keturunan1

orang anak;

- Bahwa sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat

sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;

- Bahwa  penyebab  pertengkarannya  karena  Tergugat  tidak  dapat

memberikan  nafkah  yang  layak  pada  Penggugat  dan  melakukan

kekerasan kepada Penggugat;

- Bahwa  saksi  mengetahui  bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  untuk

merukunkan  Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  atas  keterangan  saksi-saksi  tersebut  di  atas,  Penggugat  dan

Tergugat menyatakan tidak keberatan; 

Bahwa  untuk  meneguhkan  bantahannya  Tergugat  telah   mengajukan

seorang  saksi di muka persidangan dengan memberikan keterangan dibawah

sumpah sebagai berikut: 

I. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang;

Saksi menerangkan yang pada pokonya sebagai berikut:
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- Bahwa  Penggugat dan Tergugat suami istri  sah yang menikah pada  11

Juli 2008;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Tergugat selama 10 tahun 9 bulan;

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis dan dikaruniai keturunan

1 orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat

dan mengetahui  bahwa pihak keluarga Penggugat  dan Tergugat  sudah

berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan

pada  pokoknya  tetap  pada  gugatannya  dan  mohon  putusan,  begitu  pula

Tergugat  juga  menyampaikan  kesimpulan  yang  pada  pokoknya  tetap  pada

jawabannya dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat  uraian  putusan ini,  maka ditunjuk  berita

acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan; 

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa

Penggugat  telah  melangsungkan  perkawinan  dan  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat  sudah tidak harmonis,  oleh  karena itu  Penggugat  memiliki

legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal

49  Ayat  (1)  huruf  (a)  dan  Pasal  73  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan

Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal

40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b)
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Peraturan  Pemrintah  Nomor  9  Tahun  1975,  karenanya  Pengadilan  Agama

berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa  dalam  gugatan  Penggugat  domisili  Penggugat

berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  terakhir  dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  perkara  ini  merupakan

kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  juga  perlu  mempertimbangkan

terlebih  dahulu  tentang  keabsahan  surat  kuasa  khusus  yang  diajukan  oleh

Kuasa Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa

yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan

untuk  memastikan  bahwa  kuasa  hukum  tersebut  mempunyai  hak  untuk

mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa  Penggugat  dalam persidangan mengajukan surat

kuasa  khusus  tanggal  03  Mei 2019  yang  terdaftar  pada  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  Register  Kuasa  Nomor

1441/Kuasa/5/2019/PA.Kab.Mlg.,  tanggal  06  Mei  2019,  yang  di dalamnya

Penggugat  memberi  kuasa  kepada  Advokat  dan  Konsultan  Hukum  yang

bernama  MOHAMMAD  ARIFUL  HUDA, S.H.  Dan  kuasa  hukum  tersebut

melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat

Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan

Advokat  penerima  kuasa  maka  majelis  hakim  perlu  memaparkan  terlebih

dahulu  syarat  dan  parameter  apa  yang  ada  dalam  ketentuan  hukum  dan

peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai

landasan dalam menilainya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  123  HIR  setiap  orang  yang

beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau

wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-

pihak  yang  beperkara  tersebut  dengan  membuat  surat  kuasa  khusus  yang

sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;
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Menimbang,  bahwa  tentang  keabsahan  suarat  kuasa  maka  yang

dijadikan  landasan  dalam  menilai  keabsahannya  adalah  Surat  Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung

RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada

dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa

untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas

dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok

dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika

tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang,  bahwa  disamping  itu,  surat  kuasa  harus  memenuhi

ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

tentang Bea Meterai.  Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa

pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan

tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian

tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang,  bahwa tentang  keabsahan  Penerima Kuasa  yang  dalam

surat kuasa tersebut  berprofesi  sebagai  Advokat,  maka yang perlu dijadikan

landasan  dalam  menilai  keabsahannya  adalah  Undang-Undang  Nomor  18

Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang,  bahwa  di antara  kuasa  hukum  yang  dapat  bertindak

sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan

sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  Advokat  adalah  orang  yang  berprofesi

memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi

persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa

berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4

Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  yang

menegaskan  bahwa  sebelum  menjalankan  profesinya,  Advokat  wajib

bersumpah  menurut  agamanya  atau  berjanji  dengan  sungguh-sungguh  di

sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;
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Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  memperhatikan  dan

mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

perundang-undangan  yang  terkait  dengan  keabsahan  surat  kuasa  dan

keabsahan advokat di  atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

diberikan  oleh  Penggugat  maka  Majelis  Hakim  dapat  memberikan  penilaian

sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan

surat  kuasa  khusus  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Surat  Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah

Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima Kuasa yang dalam surat  kuasa tersebut  berprofesi  sebagai

Advokat telah memenuhi  syarat untuk bertindak sebagai  Advokat karena

sudah  disumpah oleh  Pengadilan  Tinggi  sebagaimana ketentuan  hukum

yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim

berkesimpulan  bahwa  surat  kuasa  khusus  dari  para  pihak  tersebut  telah

memenuhi  persyaratan  surat  kuasa  khusus,  karenanya  Kuasa  Hukum

Penggugat berhak mewakili  para pihak untuk beracara di  muka persidangan

perkara ini;

Menimbang, bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan

dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun

kembali pada setiap sidang, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal

130 HIR jo.  Pasal  82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat

juga  telah  ditempuh melalui  mediasi  oleh  Mediator  Drs.  MURDJIONO,  S.H.

(Mediator  yang  terdaftar  di Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang),  namun

tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI.

Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;
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Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat pada  pokoknya  adalah

menuntut  agar   pengadilan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat

terhadap Penggugat,  sebab  sejak bulan Maret tahun 2013 kehidupan rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  terus  menerus,  disebabkan Tergugat  tidak  cukup  memberi

nafkah dan kurang memperhatikan Tergugat, serta sering membentak-bentak

Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, yang akibatnya

Penggugat  pergi  meninggalkan  Tergugat  dan  pulang  ke  rumah orang  tua

Penggugat sendiri sejak bulan Desember tahun 2018;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat

telah  menyampaikan  jawaban,  pada  pokoknya  Tergugat  mengakui  sebagian

dan  membantah  sebagian  lainnya,  prinsipnya  Tergugat  membantah  bahwa

sejak  bulan  Maret  2013  antara  Tergugat  dengan  Penggugat  terus-menerus

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dengan  penyebab  sebagaimana

didalilkan Penggugat dalam gugatannya, namun yang benar adalah sebelum

menikah Tergugat dan Penggugat sudah berkomitmen untuk tinggal di rumah

Tergugat, Tergugat dan Penggugat bertengkar namun tidak terus-menerus, dan

tidak benar bahwa pada bulan Desember tahun 2018 Penggugat meninggalkan

Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, namun yang benar

adalah  bahwa  pada  waktu  itu  Penggugat  pamit  kepada  Tergugat  untuk

menjenguk ibu Penggugat;

Menimbang,  bahwa  dari  jawab  menjawab  antara  Penggugat dan

Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam

perkara  ini  adalah  apakah  benar dalam  rumah  tangga  Penggugat dan

Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dan tidak ada harapan

hidup  rukun  lagi  atau  sebaliknya  keadaan  rumah  tangga  Penggugat dan

Tergugat rukun dan damai, sehingga rumah tangga  Penggugat dan  Tergugat

dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil  gugatan Penggugat dibantah oleh

Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 163 HIR.

diberi  kesempatan  untuk  membuktikan  kebenaran  dalilnya  masing-masing

dengan beban pembuktian secara berimbang;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya gugatannya, Penggugat

di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, bukti tersebut telah

diberi  meterai  secukupnya  dan  di-nazegelen, serta  telah  dicocokkan  sesuai

dengan  aslinya,  sehingga  berdasarkan  Pasal  165  HIR.  jis. Pasal  1888

KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang

Bea Meterai,  Pasal  2 Ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti

tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  secara  materiil, bukti  P.1  merupakan  fotokopi

Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan

Tergugat  tidak  membantahnya,  maka  alat  bukti  tersebut  mempunyai  nilai

pembuktian  sempurna  (volledig)  dan  mengikat  (bindende)  dengan  demikian

terbukti  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terikat  perkawinan  yang  sah

sesuai  dengan ketentuan Pasal  2 Ayat  (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun

1974  Tentang  Perkawinan jo. Pasal  7  Ayat  (1)  Intsruksi  Presiden  Nomor  1

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa Penggugat   telah mengajukan 2 orang saksi  dan

Tergugat telah mengajukan 1 orang saksi  yang semua saksi  tersebut cakap

(competence)  untuk  menjadi  saksi,  telah  disumpah  dan  telah  memberikan

keterangannya  di  persidangan,  sehingga  syarat  formal  sebagaimana  diatur

Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai

pembuktian;

- Bahwa saksi I  dan II  Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan

Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal  selama  3 (tiga)  bulan  sejak  bulan

Desember  2018,  karena  masalah  ekonomi  yaitu  kurangnya  nafkah  yang

diberikan  oleh  Tergugat  kepada  Penggugat, adanya  kekerasan  serta

bentakan  dan  kata-kata  kasar  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  kepada

Penggugat,  dan  bahwa  Tergugat  dan  Penggugat  sudah  sulit  dirukunkan

sekalipun keluarga telah melakukan upaya perdamaian;
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- Bahwa saksi  I  Tergugat  menerangkan bahwa saat  ini  Penggugat  dan

Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa  saksi  Tergugat  menerangkan  bahwa  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  diupayakan  perdamaian  oleh  keluarga  Penggugat  dan

Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa  keterangan  saksi-saksi  Penggugat  dan  Tergugat  saling

berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal

172  HIR,  serta  relevan  dengan  pokok  perkara  ini, sehingga  keterangan

saksi-saksi  Penggugat  tersebut  telah  membuktikan  bahwa  antara

Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  Penggugat,  dan  hal-hal

yang diakui oleh Tergugat atau  setidak-tidaknya tidak dibantah  oleh Tergugat,

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat danTergugat adalah suami isteri sah, menikah tanggal

11 Juli 2008;

- Bahwa  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  telahdikaruniai  1  orang

anak;

- Bahwa antara Penggugat  dan Tergugat  sejak  awal Maret  tahun 2013

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran akibat  dari  Tergugat  tidak

memberikan nafkah yang sesuai dengan keinginan Penggugat dan Tergugat

sering  membentak-bentak  Penggugat  dengan  kata-kata  kasar  yang

menyakitkan hati, Tergugat sering memukuli Penggugat;

- Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut, puncaknya

padabulan  Desember  tahun  2018  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak rukun lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;

- Bahwa  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berupaya  untuk

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa Penggugat  pada petitum angka 2  menuntut  agar

Tergugat melalui pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap

Penggugat, atas tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai

berikut:

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  dan  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya
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dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan,  setelah  pengadilan  yang

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil  mendamaikan kedua belah pihak,

dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami

isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang,  bahwa  yang  dapat  dijadikan  dasar/alasan  dalam

mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975  tentang  Pelaksanaan  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang Perkawinan dan Pasal 116  Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di

atas,  terdapat  beberapa  unsur  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat  terjadinya

perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;

- Adanya  alasan  bahwa  antara  suami  isteri  itu  tidak  akan  dapat  hidup

rukun sebagai suami isteri;

Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  akan

dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang

terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu

kesimpulan  apakah  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah

memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baik secara langsung di persidangan

maupun melalui  proses  mediasi  sesuai  dengan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 01 Tahun 2016, telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun lagi,

akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim  dan Mediator  tersebut

tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  yang  diatur  dalam

Pasal  19   Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  dan  Pasal  116

INPRES No.  1  Tahun 1991 Tentang Kompilasi  Hukum  Islam,   dihubungkan

dengan  alasanPenggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f)

INPRES No.  1  Tahun  1991  Tentang  Kompilasi  Hukum  Islam yaitu  “Antara
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suami  dan  isteri  terus-menerus  terjadi   perselisihan   dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai

cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang  Perkawinan junctis Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor  9  Tahun  1975,  Pasal  116  huruf  (f)  INPRES  Nomor  1  Tahun  1991

Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975,  yang  menyatakan  bahwa  “gugatan

perceraian  karena  alasan  tersebut  dalam  Pasal  19  huruf  f,  dapat  diterima

apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan

dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang

yang dekat dengan suami-isteri itu”;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan

pertengkaran,  sesuai  dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor

38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan

dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga  (broken marriage).

Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang

bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran,  akan

tetapi  yang  terpenting  adalah  mengetahui  keadaan  senyatanya  yang  terjadi

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang

merangkap  sebagai  saksi  Penggugat,  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa

keluarga  telah  berupaya  menasihati  dan  merukunkan  Penggugat  dengan

Tergugat, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,

dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

harapan  untuk  hidup  rukun  lagi,  sehingga  tujuan  perkawinan  sebagaimana

dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

jo. Pasal 3  INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang KHI yaitu untuk menciptakan

rumah  tangga  yang  bahagia,  sakinah mawaddah  warahmah  tidak  akan

tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi doktrin hukum

Islam yang terkandung dalam:

1. Pendapat  fuqaha  dalam  Kitab  Ghayatul  Maram  Lisy-Syaikhil  Madjy

sebagai berikut: 

 عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد اذا

يطلقة القاض
Apabila ketidaksenangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim

dapat menjatuhkan talaknya.

2. Pendapat fuqaha dalam kitab  al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu, Juz VII,

halaman 529 sebagai berikut:

بببائن طلاق للشقااق القاضي يوقعه الذي الطلاق

.به إل يزول ل الضرر لأن
Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena

bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

3. Kitab  Mada  Huriyatuz  Zaujain  Juz  1  halaman  83  yang

berbunyi: 

تضببطرب حيببن الطلاق نظببام الاسببلم اختببار وقببد
و صببلح ول نصببح فيهببا ينفع يعد ولم الزوجين الحياة

هها تصبحا حين لأن روح غيببر من صورة لزوجين لربط
الزوجيببن أحببد علببى يحكببم أأن معناهببا الاسببتمرار

العدالة روح تأباه وهذا الموءبد بالسجن
Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang

serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-

isteri  telah  hampa,  karena  meneruskan  perkawinan  berarti  menghukum

salah  satu  suami/isteri  dengan  penjara  yang  berkepanjangan  ini  adalah

aniaya yang bertentangan dengan keadilan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan

Penggugat  agar  Tergugat  melalui  pengadilan menjatuhkan talak satu bain

sughra  terhadap  Penggugat,  patut  dikabulkan,  hal  tersebut  sesuai  dengan

Pasal  119  Ayat  2  huruf  (c)  INPRES No.  1  Tahun  1991  Tentang  Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  diatas  Majelis

berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin

lagi untuk dapat didamaikan maka alasan gugatan Penggugat untuk melakukan

perceraian  telah  cukup  beralasan  dan  tidak  melawan  hukum,  sebagaimana

maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang  Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal (19)

huruf (a) dan (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) KHI oleh

karenanya dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-

undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara

yang timbul dari perkara ini; 

Memperhatikan  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan  kepada  Penggugat  membayar  biaya perkara  sejumlah

Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari  Senin tanggal  17 Juni 2019

Masehi bertepatan dengan tanggal  13 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami  Dra.

Hj. MASRIFAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABU SYAKUR, M.H. dan

Drs.  ABD.  RAZAK  PAYAPO,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  dan

diucapkan  oleh  Ketua  Majelis  dan  Hakim-Hakim  Anggota  tersebut  dalam

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1933/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan

dibantu oleh HAMIM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H. Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO
Panitera Pengganti,

HAMIM, S.H
Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 650.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 755.000,-
(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)
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